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ABSTRACT 

The North Sulawesi Province Regional Education Service 

is one of the government institutions that plays an 

important role in the collection of taxes on behalf of the 

government. In the current year, this third party is 

required to withhold, deposit, and report the tax owed on 

a monthly basis or during the relevant tax period. This 

research was conducted with the aim of determining the 

calculation and reporting of Income Tax Article 22 at the 

Regional Education Office of North Sulawesi Province, 

based on PMK Number 59/PMK.03/2022. This research 

employs a qualitative descriptive analytical method based 

on the results of interviews with several research 

informants. The findings indicate that the North Sulawesi 

Province Regional Education Service adheres to the 

applicable regulations in calculating Income Tax Article 

22. However, there are discrepancies in the reporting 

process, whereby the reporting is submitted to BKAD 

(Regional Financial and Asset Agency) and not directly 

to KPP Pratama. 
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1. Pendahuluan 

 Pemerintah Indonesia membutuhkan 

dana yang besar untuk proses 

pembangunan nasional baik di tingkat 

pusat maupun di tingkat daerah. Setiap 

negara memiliki beberapa sumber 

pendapatan, yaitu penerimaan perpajakan, 

penerimaan bukan pajak, dan hibah. 

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan 

tersebut, pajak menjadi salah satu sumber 

pendapatan terbesar bagi suatu negara. 

Pajak merupakan sumber penerimaan 

negara, sumber penerimaan ini 

dipergunakan untuk membiayai 

kepentingan umum yang juga mencakup 

kepentingan pribadi individu seperti 

kepentingan rakyat, pendidikan, 

kesejahteraaan, kemakmuran rakyat dan 

sebagainya. Pajak Penghasilan (PPh) 

adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak. Djaafara et al. (2024), Holung 

et al. (2024), Karatahi et al. (2024), dan 

mailto:marceliopailaha064@student.unsrat.ac.id
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Marcelio Pailaha, Herman Karamoy, Robert Lambey  

DOI: 10.58784/rapi.225 
 

453 
 

Poluan et al. (2024) menjelaskan bahwa 

proses akuntansi memiliki peran yang 

penting untuk menentukan jumlah pajak 

yang terutang. 

 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 

merupakan pembayaran pajak penghasilan 

dalam tahun berjalan yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pusat 

maupun daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. 

PPh pasal 22 terkait dengan pembayaran 

atas penyerahan barang, atau badan-badan 

tertentu, baik badan pemerintah atau 

swasta berkenan dengan kegiatan di 

bidang impor atau kegiatan usaha di 

bidang lainnya. Tujuan pengenaan PPh 

pasal 22 adalah untuk menjaring pajak 

penghasilan dan memperluas daya jangkau 

dari kebijaksanaan pajak penghasilan. 

Selain itu pengenaan PPh pasal 22 adalah 

untuk mencegah atau mengurangi 

keinginan wajib pajak dalam melakukan 

manipulasi atas nilai peredaran usaha, 

yang pada akhirnya akan mendorong 

Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kewajiban pajaknya dengan baik. 

 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan merupakan pihak yang 

melakukan pemotongan dan pemungutan 

pajak atas pengeluaran yang berasal dari 

APBN/APBD. Bendahara Pemerintah di 

tingkat pusat ataupun di tingkat daerah 

adalah pihak yang melakukan pembayaran 

atas pembelian barang. Objek pemungutan 

PPh pasal 22 adalah pembayaran atas 

pembelian barang yang dilakukan oleh 

Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang dananya berasal 

dari belanja negara atau belanja daerah. 

Sebagai pihak yang melakukan 

pemotongan dan pemungutan pajak, 

Bendahara Pemerintah harus mengetahui 

aspek-aspek perpajakan terutama yang 

terkait dengan kewajiban dalam 

melakukan pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh serta Pajak Pertambahan 

Nilai. Kewajiban Bendahara Pemerintah 

sehubungan dengan PPh antara lain adalah 

perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22. 

 Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara merupakan salah satu 

lembaga pemerintah sekaligus sebagai 

pihak pemungut pajak. Sebagai pemungut 

pajak, maka Dinas Pendidikan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban 

untuk menghitung, memungut, mencatat, 

menyetor, dan melaporkan PPh pasal 22 

atas belanja barang yang telah dilakukan 

oleh Bendahara Pengeluaran yang dananya 

bersumber dari APBD. Beberapa isu 

terkait PPh pasal 22, antara lain adalah 

masalah identifikasi objek pajak (Lintang 

et al., 2024), transaksi yang seharusnya 

dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 

22 dan pelaporan (Arditia & Kuncoro, 

2022), dan perhitungan dan pelaporan 

(Wae et al., 2019). Berdasarkan temuan-

temuan tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perhitungan dan 

pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan 

barang berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 

59/PMK.03/2022 di Dinas Pendidikan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

 

2. Tinjauan pustaka 

 Menurut Undang-Undang No 16 

Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Resmi (2019), fungsi pajak terdiri 

dari fungsi budgetair (sumber keuangan 

negara) dan fungsi regularend (fungsi 

pengatur). 

 Pajak yang banyak dipungut di 

Indonesia dan berasal dari APBN salah 

satunya adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 

adalah pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah terkait kegiatan 

di bidang impor atau kegiatan usaha di 

bidang lain. Berdasarkan PMK Nomor 

59/PMK.03/2022, pungutan PPh pasal 22 

atas pembelian barang yang dananya 

berasal dari dari APBD/APBD dikenakan 

pemungutan PPh 22 sebesar 1.5% dari 
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harga pembelian tidak termasuk PPN. Jika 

harga barang sudah termasuk PPN, maka 

penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) dapat menggunakan rumus berikut. 

 

DPP = 
100 

x Harga barang 
111 

 

Setelah memperoleh DPP, maka PPh pasal 

22 dihitung berdasarkan DPP x 1,5%. 

Menurut Mardiasmo (2019), bendahara 

wajib melaporkan PPh pasal 22 yang 

dipungut dengan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 22 

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

masa pajak berakhir sesuai dengan PMK 

yang berlaku. Pelaporan atas pemungutan 

serta penyetoran pajak dapat dilakukan 

dengan menggunakan SPT Masa unifikasi 

bagi instansi pemerintah, yaitu SPT Masa 

pemungutan pajak atas belanja pemerintah.  

 

3. Metode riset 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis kualitatif dengan metode deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2018), penelitian 

kualitatif didasarkan pada filsafat dan 

menekankan pada makna. Jenis penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh 

pasal 22 yang ada di Dinas Pendidikan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Sumber data menggunakan data primer 

dan data sekunder dimana teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui riset 

lapangan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara dengan 

narasumber dan observasi serta melakukan 

riset pustaka dengan cara mempelajari 

buku dan tulisan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 

 Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif 

adalah metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, menyajikan, serta 

menganalisis data sehingga memberikan 

sebuah gambaran yang sebenarnya 

mengenai masalah yang akan diteliti. 

Analisis deskriptif lebih bersifat uraian 

dari hasil wawancara dan dokumentasi dari 

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara untuk membentuk 

kesimpulan. 

 

4. Hasil dan pembahasan 

Hasil 

- Perhitungan PPh pasal 22 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi 

Utara diketahui bahwa pembelian 

barang-barang yang dikenakan PPh 

pasal 22 adalah segala jenis barang 

yang pembeliannya menggunakan dana 

yang bersumber dari APBD seperti: 

 1. Belanja Barang Habis Pakai, 

berupa Alat Tulis Kantor (ATK) 

yang digunakan sehari-hari untuk 

keperluan instansi seperti kertas 

HVS, spidol, pulpen, lakban, dan 

lain-lain. 

 2. Belanja Barang Modal, berupa 

peralatan untung penunjang 

prasarana didalam instansi, suku 

cadang mobil dinas, dan lain-lain. 

 Bendahara Pengeluaran pada Dinas 

Pendidikan Daerah Sulawesi Utara 

memungut pajak atas pembelian 

barang dari setiap transaksi. Pembelian 

barang dengan harga diatas 

Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN akan 

dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 

1,5%. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi 

perhitungan PPh pasal 22 atas 

pembelian barang pada Dinas 

Pendidikan Daerah Sulawesi Utara. 
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Tabel 1. Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 22 

Tanggal 

pembelian 

Uraian Harga 

pembelian 

(Rp.) 

DPP 

(Rp.) 

PPh pasal 22 

(Rp.)  

22 Juni Belanja modal kursi kerja 36,500,000 32,882,882 493,243 

24 Agustus Belanja alat kegiatan Kantor 15,055,000 13,563,063 203,446 

25 Agustus Belanja alat/bahan (Obat-obatan) 3,424,000 3,084,684 46,270 

05 September Belanja alat tulis ketik 1,919,400 1,729,189 Nihil 

 

- Pelaporan PPh pasal 22 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara mengenai tata cara 

pelaporan PPh pasal 22 diketahui 

bahwa: 

 1. Melakukan pemungutan PPh pasal 

22 atas transaksi pembelian barang. 

 2. Melakukan penyetoran PPh pasal 

22. 

 3. Tidak melakukan pelaporan secara 

langsung ke KPP Pratama tetapi 

menyerahkan bukti pungutan dan 

penyetoran PPh pasal 22 ke Badan 

Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD). 

 

Pembahasan 

 Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara memungut PPh pasal 22 

atas transaksi pembelian barang. Setiap 

transaksi pembelian dengan jumlah 

pembayaran di atas Rp.2.000.000 tidak 

termasuk PPN akan dikenakan tarif 1.5% 

oleh bendahara. Untuk transaksi pembelian 

dengan jumlah pembayaran di bawah 

Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN tidak 

akan dikenakan PPh pasal 22 sesuai 

dengan PMK No 59/PMK.03/2022. 

Setelah memungut dan menyetor PPh 

pasal 22 maka Dinas Pendidikan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan 

bukti pemungutan dan bukti penyetoran 

kepada BKAD.  

 Hal ini berbeda dengan PMK No 

59/PMK.03/2022 yang menjelaskan bahwa 

instansi pemerintah wajib melaporkan 

pemungutan serta penyetoran pajak yang 

dilakukan dalam suatu masa pajak ke KPP 

tempat instansi pemerintah terdaftar. 

Pelaporan atas pemungutan serta 

penyetoran pajak dapat dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa 

unifikasi bagi instansi pemerintah, yaitu 

Surat Pemberitahuan Masa pemungutan 

pajak atas belanja pemerintah.  

 Surat Pemberitahuan Masa atau SPT 

Unifikasi instansi pemerintah terdiri dari 

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Penghasilan, daftar bukti pemungutan, dan 

daftar Surat Setoran Pajak (SSP), dan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN). 

Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa 

instansi pemerintah dilakukan paling lama 

20 hari setelah masa pajak berakhir. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara tidak melakukan pelaporan 

secara langsung ke KPP Pratama. Kondisi 

tersebut terjadi akibat kecenderungan 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan 

perpajakan. Selain itu, penempatan 

pegawai yang tidak sesuai dengan 

bidangnya bisa menjadi penyebab 

terjadinya kondisi ini. Kompleksitas dalam 

penerapan perpajakan PPh pasal 22 

konsisten dengan temuan dari Azis dan 

Budiarso (2016), Mapanawang et al. 

(2018), Baharta et al. (2020), Sahara dan 

Utari (2021), Mustika (2022), dan Rahma 

(2022). 

 

5. Kesimpulan 

 Perhitungan PPh pasal 22 atas 

pembelian barang di Dinas Pendidikan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah 

sesuai dengan PMK Nomor 

59/PMK.03/2022. Dinas Pendidikan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

memungut PPh pasal 22 dengan tarif 

1.5%. Tarif tersebut dikenakan atas 

pembelian barang dengan pembayaran 

diatas Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN. 

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 
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Sulawesi Utara tidak memungut PPh pasal 

22 atas pembelian barang dengan 

pembayaran dibawah Rp.2.000.000 tidak 

termasuk PPN. 

 Pelaporan PPh pasal 22 di Dinas 

Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara belum sesuai dengan PMK No 

59/PMK.03/2022. Kondisi ini disebabkan 

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara tidak melaporkan PPh 

pasal 22 secara langsung ke KPP Pratama. 

Kondisi tersebut cenderung terjadi sebagai 

akibat kurangnya pemahaman dan 

pengetahuan perpajakan serta penempatan 

sumber daya manusia yang tidak sesuai 

dengan bidangnya. 
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